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PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 51, Padang, Sumatera Barat
25112 Telepon (0751) 31458, Laman
www.jdih.birohukum.sumbarprov.go.id Pos-el :
biro.hukum@sumbarprov.go.id/surat.rokum@gmail.com

Padang, 5 November 2025

Nomor : 180/1805/Huk-2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Undangan.

Yth. 1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Prov Sumbar.
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Prov Sumbar.
3. Kepala Bina Marga, Cipta Karya, Dan Tata Ruang Prov Sumbar.
4. Kepala Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi Prov Sumbar.
5. Kepala Dinas Kehutanan Prov Sumbar.
6. Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera V Prov Sumbar.

di
PADANG

Sehubungan dengan surat Kantor Advokat/Pengacara R. Wartira & Associates
tanggal 27 Oktober 2025 perihal Permohonan Keberatan Terhadap Keputusan Gubernur
Sumatera Barat Nomor 640-445-2025 tentang Pengenaan Sanksi Administrastif Berupa
Pembongkaran Seluruh Bangunan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Berupa
Pembangunan Hotel dan Rest Area di Sempadan Sungai Batang Anai Kawasan Lembah
Anai Nagari Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera
Barat Tanggal 6 Agustus 2025 maka perlu dilakukan rapat yang akan dilaksanakan pada:

hari/tanggal :Rabu /12 November 2025.

waktu : 09.00 WIB.
tempat : Ruang Rapat Asisten 1 Lantai | Gedung Bagonjong Kantor Gubernur.
acara : rapat pembahasan terkait surat Kantor Advokat/Pengacara R. Wartira &

Associates perihal Permohonan Keberatan Terhadap Keputusan
Gubernur Sumatera Barat Nomor 640-445-2025.

Berkenaan dengan hal tersebut, mohon kiranya saudara dan pejabat terkait dapat
menghadiri rapat dimaksud.

Demikian undangan ini disampaikan, atas kehadiran dan kerjasama yang baik
diucapkan terima kasih.

Sekretaris Daerah,

Arry Yuswandi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).




GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : (©40- 44G- 20w

TENTANG
PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA PEMBONGKARAN
SELURUH BANGUNAN ATAS PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG
BERUPA PEMBANGUNAN HOTEL DAN REST AREA DI SEMPADAN SUNGAI
BATANG ANAI KAWASAN LEMBAH ANAI NAGARI SINGGALANG
KECAMATAN X KOTO
KABUPATEN TANAH DATAR PROVINSI SUMATERA BARAT

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : a.bahwa berdasarkan hasil rekomendasi Forum
Penataan Ruang serta hasil kajian yang telah
dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera
Barat, telah terjadi pelanggaran pemanfaatan
ruang berupa Pembangunan Hotel dan Rest Area di
Sempadan Sungai Batang Anai Kawasan Lembah
Anai Nagari Singgalang Kecamatan X Koto
Kabupaten Tanah Datar;

b. bahwa terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
dilakukan pengenaan sanksi administratif berupa
pembongkaran bangunan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat
tentang Pengenaan Sanksi Administratif Berupa
Pembongkaran Seluruh Bangunan Atas
Pelanggaran ~ Pemanfaatan  Ruang  Berupa
Pembangunan Hotel Dan Rest Area di Sempadan
Sungai Batang Anai Kawasan Lembah Anai Nagari
Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah
Datar Provinsi Sumatera Barat;

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6

Mengingat
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Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang - Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5059),
sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang ~ Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang - Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang —
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2022
tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran
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10.

11.

12,

13.

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
160, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6806);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988
tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6633);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
32, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6634);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116
Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang
Daerah;

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13
Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian
Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi
Program Pemanfaatan Ruang;

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan
Kehutanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang
Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi
Administratif Bidang Lingkungan Hidup;
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015
Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan
Sungai dan Sempadan Danau;

Peraturan  Menteri  Agraria dan  Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor
9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Agraria dan Tata

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi
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Penyelenggaraan Penataan Ruang;

14, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21
Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pengendalian
Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan
Ruang;

15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat
Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Tahun 2025 - 2045 (Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Barat Nomor 225);

Memperhatikan : 1. Surat Bupati Tanah  Datar  Nomor
600.3.3/314/PUPRP/2024 Tanggal 31 Mei 2024
Perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa
Pemanfaatan Ruang di Kawasan Lembah Anai;

2. Berita Acara Penetapan Tindakan Sanksi
Administratif Terhadap Pelanggaran
Pemanfaatan Ruang Oleh PT. HSH di Kawasan
Lembah Anai Nomor 776 /BA/TR-
BMCKTR/XI1/2024 Tanggal 06 Desember 2024;

3. Berita Acara Forum Sosialisasi Pengenaan
Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran
Pemanfaatan Ruang Oleh PT. HSH di Kawasan
Lembah Anai Nomor 77/BA/TR-
BMCKTR/1/2025 Tanggal 21 Januari 2025;

4. Surat Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata
Ruang Provinsi Sumatera Barat Nomor
600.3.3/591-TARU/2025 Tanggal 4 Februari
2025 Perihal Peringatan Tertulis Kesatu (SP-1)
atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di
Sempadan Sungai;

_ 5. Surat Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata
Ruang Provinsi Sumatera Barat Nomor
600.1/986-TARU/2025 Tanggal 17 Februari
2025 Perihal Peringatan Tertulis Kedua (SP-2)
atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di
Sempadan Sungai;

6. Surat Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata
Ruang Provinsi Sumatera Barat Nomor
600.1/4656-TARU/2025 Tanggal 3 Juni 2025
Perihal Peringatan Tertulis Ketiga (SP-3) atas
Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Sempadan
Sungai Batang Anai;
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MEMUTUSKAN :

KESATU : Pengenaan Sanksi administratif Berupa Pembongkaran
Seluruh Bangunan Atas Pelanggaran Pemanfaatan
Ruang Berupa Pembangunan Hotel Dan Rest Area Di
Sempadan Sungai Batang Anai Kawasan Lembah Anai

Nagari Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah
Datar Provinsi Sumatera Barat.

KEDUA : Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU wajib dilakukan oleh PT. HSH dalam
jangka waktu paling lama 5 (lima) Bulan terhitung sejak
ditetapkannya Keputusan ini.

KETIGA : Dalam hal PT. HSH tidak melakukan pembongkaran
dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA, akan dilakukan pembongkaran secara

paksa.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Padang
pada tanggal ¢ Awstic 203¢
GUBERNUR SUMATERA BARAT,
LDI
Tembusan disampaikan kepada Yth :

. i Padang Panjan; L. .
L i S s e e g P e et

Padgng
3. Pertinggal
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